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Pelaksanaan kegiatan usaha makanan dan minuman di Indonesia perlu memperhatikan regulasi 

terkait dengan produk dan label halal. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan 

jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia yaitu mencapai 237,56 juta. Jumlah penduduk 

muslim tersebut setara dengan 87,7% dari seluruh populasi penduduk di Indonesia. Jumlah 

tersebut juga mengindikasi bahwa pasar muslim di Indonesia memiliki potensi yang besar. 

 

Sebagai pelaku usaha di bidang penyediaan makanan dan minuman, Maka Group memiliki 

beberapa sektor bisnis yang memberikan dampak bagi pemenuhan produk halal di Indonesia. 

Sektor bisnis tersebut seperti bisnis restoran dan produk makanan atau minuman. Saat ini, Maka 

Group sedang berupaya memaksimalkan potensi sekaligus membangun industri kopi dan 

sejenisnya di Indonesia. Melalui merek kopi “Tuku”, dibawah PT Karya Tetangga Tuku, Maka 

Group telah memiliki lebih dari 30 toko kopi Tuku di Indonesia. Selain itu, Maka Group juga 

melakukan kegiatan usaha dibidang restoran dengan nama restoran “Toodz House” dibawah PT 

Makna Angan Karya Andanu dan dibidang produk makanan jepang bernama onigiri dengan 

merek “Futago” dibawah PT Ryouri Karya Futago. Pada sektor hulu, Maka Group melalui anak 

perusahaannya, PT Berangan Ragam Rasa, melakukan kegiatan usaha pada bidang industri 

pengolahan kopi. 

 

Dengan sektor usaha tersebut di atas, produk yang dihasilkan oleh Maka Group berpotensi 

terhadap penerapan wajib bersertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Untuk mempercepat pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia, pada tahun 2020 

lalu, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”), 

yang mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 33 
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tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (secara bersama-sama disebut “UU 33/2014”). 

Namun, ketentuan-ketentuan yang diubah lebih lanjut mengenai hal ini diperkenalkan melalui 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) No. 2 tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja (“Perppu CK”) yang baru saja diterbitkan, termasuk mempersingkat proses sertifikasi halal 

bagi pelaku usaha mikro dan kecil dari 21 hari menjadi hanya 12 hari kerja.  

 

Perppu CK juga menyatakan bahwa sertifikat halal hanya dapat diperbarui apabila terdapat 

perubahan pada komposisi bahan yang digunakan dan/atau Proses Produk Halal (“PPH”). Namun 

langkah ini menuai kritik dari LPPOM MUI yang kembali menekankan pentingnya sertifikat halal. 

Selain itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah mengatakan, 

perubahan substansial yang diatur dalam Perppu 2/2022 meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Penetapan ketetapan halal harus dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota 

atau Majelis Permusyawaratan Aceh melalui Sidang Fatwa Halal dalam waktu tiga hari kerja 

sejak diterimanya laporan dari LPH; 

2. Dalam hal batas waktu penetapan status kehalalan suatu produk oleh MUI terlampaui, 

maka penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam fatwa halal; 

3. Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama 

(“Menteri”) dan beranggotakan para ulama dan akademisi; 

4. Waktu pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan 

yang disampaikan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (self-declaration) ditetapkan paling 

lama 12 hari kerja sejak pengajuan permohonan ke BPJPH melalui berbagai proses verifikasi 

dan validasi yang dilakukan oleh Pendamping PPH, penetapan halal oleh Komite Fatwa 

hingga diterbitkannya sertifikat halal oleh BPJPH; dan 

5. Sertifikat halal berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan. 

 

Mengingat logo halal resmi hanya dapat ditampilkan oleh pelaku usaha setelah terlebih dahulu 

memperoleh sertifikat halal, pertanyaan lain muncul adalah bagaimana pelaku usaha dapat 

memperoleh sertifikat tersebut? Dalam pembahasan ini akan menyajikan seperangkat panduan 

prosedural mengenai proses-proses yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat halal, yang 
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dilaksanakan melalui BPJPH dengan melibatkan LPH dan Majelis Ulama Indonesia (“MUI”). 

Panduan prosedural di bawah ini mengacu pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

sertifikat halal, serta mengacu pada website dan platform resmi yang disediakan oleh BPJPH dan 

Kementerian Keagamaan (“Kementerian”). Pembahasan di bawah ini terbagi menjadi beberapa 

topik sebagai berikut: 

I. Perolehan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha dan Pencantuman Logo Halal; 

II. Sertifikat Halal Self-Declared Bagi Usaha Mikro dan Kecil; 

III. Perolehan Sertifikat Halal Produk Impor; dan 

IV. Keterangan Tidak Halal pada Produk. 
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I. Perolehan Sertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha dan Pencantuman Logo Halal 

 

Bagian ini menguraikan dua metode yang dapat dilakukan untuk memperoleh sertifikat 

halal untuk produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, yaitu:  

1) Melalui tautan berikut ini: https://ptsp.halal.go.id; atau  

2) Melalui aplikasi Pusaka Mobile Application. Perlu dicatat bahwa kedua cara ini telah 

terintegrasi dengan sistem informasi SIHALAL. 

 

Dalam hal metode pertama, alur prosesnya dirangkum dalam tabel di bawah ini: 

 

Tahap Pihak Kegiatan Keterangan 

1 
Pelaku 

Usaha 
Pengajuan permohonan 

Dokumen yang 

disampaikan meliputi: 

data pelaku usaha, nama 

dan jenis produk, daftar 

produk dan bahan yang 

digunakan, pengolahan 

produk dan dokumen 

sistem jaminan produk 

halal. 

2 BPJPH 

Pemeriksaan kelengkapan 

dokumen yang disampaikan 

dalam jangka waktu paling lama 

dua hari kerja dan penetapan 

LPH 

  

3 LPH 
Pemeriksaan dan/atau pengujian 

status kehalalan produk dalam 
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jangka waktu paling lama 15 hari 

kerja 

4 MUI 

Penetapan status kehalalan 

produk melalui sidang fatwa 

halal dalam jangka waktu paling 

lama tiga hari kerja 

  

5 BPJPH 
Penerbitan sertifikat halal dalam 

jangka waktu satu hari kerja 
  

 

 

Dokumen Keterangan 

Surat permohonan Contoh disediakan pada situs web 

berikut: http://www.halal.go.id/infopenting  sesuai 

dengan status pelaku usaha. 

Formulir pendaftaran Para pihak harus memastikan bahwa mereka mengisi 

dengan lengkap data pelaku usaha yang valid. 

Aspek hukum • Dokumen Nomor Induk Berusaha (“NIB”), atau 

apabila tidak tersedia maka dapat diganti dengan 

Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”)/Izin Usaha 

Mikro Dan Kecil (“IUMK”)/Izin Usaha 

Industri (“IUI”)/perizinan terkait lainnya. 

• Bagi pelaku usaha mikro, dapat diganti dengan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) dan/atau Kartu 

Tanda Penduduk (“KTP”). 

http://www.halal.go.id/infopenting
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Identitas penyelia halal 

internal 

Meliputi fotokopi KTP yang bersangkutan, penetapan 

penyelia halal internal, daftar Riwayat hidup dan sertifikat 

pelatihan bagi penyelia halal internal. 

Daftar nama produk Nama produk/menu/barang yang sertifikat halalnya 

dimohonkan harus disertai dengan fotokopi izin 

usaha/sertifikat standar kesehatan. 

Daftar bahan Seluruh nama dari berbagai bahan yang digunakan dalam 

produk yang sertifikat halalnya sedang diajukan. 

Proses Produksi Meliputi deskripsi dari alur produksi dan pemrosesan 

produk, serta informasi mengenai pembelian, tanda 

terima/penerimaan, penyimpanan bahan yang 

digunakan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan 

produk jadi dan distribusi. 

Sistem Jaminan Produk 

Halal 

Sistem Jaminan Produk Halal (“SJPH”) adalah sistem 

pengelolaan dokumen yang ditata, dilaksanakan dan 

dipelihara oleh pelaku usaha dalam rangka menjaga 

kelangsungan proses produksi halal. Sehubungan dengan 

itu, Sistem Jaminan Produk Halal yang harus digunakan 

adalah sistem jaminan halal yang tersedia melalui LPH 

yang bersangkutan. 

Rencana lokasi Untuk tempat penyembelihan hewan 

Identitas pemohon Penyerahan surat kuasa dari pengelola perusahaan atau 

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendaftar yang 

bersangkutan. 

Surat kuasa Untuk permohonan yang tidak diajukan oleh penanggung 

jawab/pengelola perusahaan. 

Fotokopi sertifikat halal Fotokopi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI untuk 

produk yang telah bersertifikat halal. 
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Selanjutnya, rincian dokumen yang perlu disampaikan diatur secara komprehensif dalam 

seperangkat panduan yang dikeluarkan oleh BPJPH di tahun 2020, sebagaimana 

dirangkum dalam tabel di bawah ini: 

  

Keseluruhan tata cara penggunaan SIHALAL, yang diakses melalui https://ptsp.halal.go.id, 

diilustrasikan di bawah ini: 

1. Membuat Akun 

 

Untuk membuka halaman di atas, dapat mengakses halaman resmi 

berikut: http://ptsp.halal.go.id/ dan klik “create an account”. 

 

http://ptsp.halal.go.id/
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Pelaku usaha harus mengisi data yang dibutuhkan di atas lalu klik “send”. Setelah 

proses pendaftaran selesai, pemberitahuan berikut akan muncul: 

 

  

2. Aktivasi Akun 

Setelah melakukan registrasi, cek inbox pada email dan klik “aktifkan akun”. 
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Pemberitahuan berikut akan muncul: 

 

  

3. Login 

Buka tab atau browser baru dan login dengan mengisi username (email) 

dan password lalu klik “login”.  
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4. Pendaftaran Dalam Negeri 

Pelaku usaha harus mengikuti berbagai tahapan yang digambarkan di bawah ini, 

yang meliputi penginputan NIB dan sebagainya. 
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5. Melengkapi Data 

Pelaku usaha selanjutnya harus mengklik “sertifikasi” dan “pelaku usaha” untuk 

melengkapi data. 
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6. Melengkapi Data dan Mengajukan Permohonan  

Setelah berhasil melengkapi data melalui menu pelaku usaha, pelaku usaha 

selanjutnya harus melengkapi data pengajuan dengan mengklik “sertifikasi” dan 

“pengajuan”.
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7. Tracking Status Pendaftaran 

Pelaku usaha dapat melihat status permohonan pendaftaran dengan mengklik 

menu “sertifikasi” kemudian “status permohonan”. Kemudian pelaku usaha harus 

mengklik ikon hijau. 
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8. Mengunduh Surat Tanda Terima Elektronik 

Setelah menu “tracking” permohonan pendaftaran menunjukkan perubahan status 

“telah dikirim ke LPH”, pelaku usaha selanjutnya dapat mengunggah surat tanda 

terima dengan mengklik “sertifikasi”, “status permohonan”, lalu memilih 

permohonan yang berstatus “dikirim ke LPH” dan mengklik ikon hijau. Pada kolom 

pendaftaran, klik ikon file.  Surat tanda terima tersebut kemudian dapat digunakan 

untuk melakukan proses melalui LPH yang dipilih oleh pelaku usaha saat 

pendaftaran di SIHALAL. 
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No. Tahap Prosedural Keterangan 

1 Permohonan STTD 

dari BPJPH 

Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada 

Kepala BPJPH dengan dokumen pendaftaran yang 

diperlukan. 

2 Pendaftaran melalui 

sistem CEROL 

Pendaftaran pemeriksaan LLPOM MUI dilakukan 

melalui: https://www.e-lppommui.org/. 

3 Pra-audit dan 

penyelesaian 

pembayaran 

LPPOM MUI harus melakukan pre-audit sedangkan 

pelaku usaha/pemohon harus membayar 

pemeriksaan kehalalan. 

4 Penjadwalan audit Pelaku usaha/pemohon dan auditor kemudian harus 

menyepakati jadwal audit. 

5 Pelaksanaan audit Auditor kemudian harus memeriksa pelaksanaan 

Sistem Jaminan Halal, yang mencakup 11 kriteria 

Sistem Jaminan Halal. 

6 Rapat auditor dan 

analisis laboratorium 

Pembahasan hasil audit melalui rapat auditor pada 

saat LPPOM MUI menguji sampel bahan/produk. 

7 Keputusan status 

Sistem Jaminan Halal 

Penilaian kecukupan pemenuhan kriteria Sistem 

Jaminan Halal sebelum dilanjutkan ke Sidang Komisi 

Fatwa. 

8 Sidang Komisi Fatwa Penetapan status kehalalan produk oleh Komisi Fatwa 

MUI. 

9 Penerbitan Ketetapan 

Halal MUI dan Status 

atau Sertifikat Sistem 

Jaminan Halal 

Pelaku usaha/pemohon memperoleh Surat 

Keputusan Halal MUI dan status/sertifikat SJH. 

10 Penerbitan sertifikat 

halal 

Pelaku usaha/pemohon memperoleh sertifikat halal 

dari BPJPH berdasarkan Keputusan Halal MUI 

 

https://www.e-lppommui.org/


 

 
 

19 

 

 

Terkait proses LPH, pelaku usaha yang memilih LPPOM MUI sebagai LPH yang akan 

mengadministrasikan proses sertifikasi halalnya harus mengunggah berbagai data yang 

dibutuhkan ke dalam sistem CEROL yang dapat diakses melalui https://www.e-

lppommui.org/. Keseluruhan prosedur yang harus diikuti melalui LPPOM MUI diuraikan 

sebagai berikut: 

  

Sebagai informasi tambahan, apabila terdapat orang/pelaku usaha yang ingin bertanya 

untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai sertifikat halal dari LPPOM MUI, dapat 

memanfaatkan saluran yang tersedia sebagai berikut: 

1. Email: customercare@halalmui.org 

2. Call center: 14056 

3. WhatsApp: 0811 9630 1696 

  

LPPOM MUI tersedia pada hari kerja pada jam kerja normal waktu Indonesia. Selain itu, 

pelaku usaha di Cina, Taiwan, dan Korea Selatan dapat menghubungi kantor perwakilan 

LPPOM MUI di negara-negara tersebut. 

 

Kedua, dalam rangka mengambil langkah untuk melakukan transformasi digital di 

Kementerian, Menteri baru-baru ini meluncurkan Pusaka super apps, yang fitur dan 
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fungsinya mencakup berbagai fitur pendidikan, serta pelayanan online untuk pendaftaran 

haji, pendaftaran pernikahan dan sertifikat halal. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris 

Jenderal Kementerian No. 37 tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Terintegrasi untuk 

Semua Layanan Kementerian Agama (“SE 37/2022”), Pengguna Android dapat 

mengunduh aplikasi Pusaka – Biro HDI Kementerian Agama melalui Play Store sedangkan 

pengguna iOS dapat mengunduh Pusaka super apps melalui App Store. Selain itu, SE 

37/2022 mengamanatkan penyesuaian secara terpadu seluruh layanan Kementerian agar 

sejalan dengan Pusaka super apps paling lambat Juni 2023. 

 

Secara umum, layanan yang tersedia melalui Pusaka Super Apps meliputi Registrasi 

Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Halal (pencarian produk halal, pengecekan sertifikat halal), 

seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut: (deskripsi gambar ada pada halaman 

berikutnya). 
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Gambar 1. Pengantar Pusaka Super Apps, yang ditampilkan di halaman Instagram Halal 

Indonesia. 
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Gambar 2. Halaman login dapat diakses melalui menu Pendaftaran Sertifikasi Halal 
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Gambar 3. Pendaftaran Akun Halal melalui menu Pendaftaran Sertifikasi Halal 
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Gambar 4. Layanan tersedia melalui menu Sertifikasi Halal 



 

 
 

25 

 

Gambar 5. Fitur pencarian produk Halal 
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Gambar 6. Fitur pengecekan sertifikat halal 

 

Perlu dicatat bahwa berbagai prosedur yang tersedia melalui Pusaka super apps 

terintegrasi ke dalam SIHALAL, yang dapat diakses melalui: https://ptsp.halal.go.id/. 

 

Selanjutnya, sesuai Keputusan Kepala BPJPH No. 145 tahun 2022 tentang Penggunaan 

Logo Halal dan Label Halal Pada Produk yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal 

(“Keputusan 145/2022”), pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk 

https://ptsp.halal.go.id/.%201
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yang telah mendapatkan sertifikat halal. Lebih lanjut, setiap pelaku usaha yang sertifikat 

halalnya diterbitkan oleh BPJPH setelah 1 Maret 2022 wajib mencantumkan label halal 

pada produknya sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH. No. 40 tahun 2022 tentang 

Penetapan Label Halal (“Keputusan 40/2022”).  

 

Sementara itu, bagi pelaku usaha yang telah mencantumkan logo halal MUI pada 

kemasan produk yang beredar di pasaran dalam jumlah banyak atau pada kemasan yang 

dirancang tahan lama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

1. Pelaku usaha harus menghabiskan stok kemasan yang ada paling lambat tanggal 

2 Februari 2026 atau harus mencantumkan label Halal Indonesia paling cepat 

setelah berakhirnya tanggal produksi; 

2. Pelaku usaha yang menggunakan label Halal Indonesia pada setiap produknya 

harus menghabiskan stok berlogo halal MUI pada kemasannya; dan 

3. Pelaku usaha harus merancang kemasan baru yang mencantumkan label Halal 

Indonesia sesuai dengan Keputusan 40/2022. 

 

Perlu dicatat bahwa kewajiban pencantuman label halal pada produk yang telah 

disertifikasi halal mengecualikan hal-hal berikut: 

1. Produk yang kemasannya terlalu kecil untuk memasukkan semua informasi 

terkait; 

2. Produk yang dijual dan dikemas langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; 

dan 

3. Produk yang dijual dalam bentuk curah. 

 

Pada akhirnya, LPPOM MUI mendorong para pelaku usaha agar memiliki pemahaman dan 

komitmen yang baik mengenai sertifikat/jaminan produk halal (selain memenuhi 

persyaratan administrasi). Pelatihan dan pendidikan terkait Halal saat ini ditawarkan oleh, 

antara lain, Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC) (https://ihatec.com/) 

yang menyelenggarakan pelatihan rutin, pelatihan korporat, pelatihan internasional dan 

layanan konsultasi. 
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II. Sertifikat Halal Self-Declared Bagi Usaha Mikro dan Kecil 
 

Pada Maret 2022, Menteri meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (“Sehati”) bagi 

usaha mikro dan kecil (UMK) yang menargetkan 10 juta produk bersertifikat halal. Untuk 

mendukung inisiatif tersebut, baru-baru ini BPJPH meresmikan program Sehati 2023 yang 

diharapkan dapat memenuhi kuota penerbitan satu juta sertifikat halal self-declared. 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh permohonan yang diajukan melalui program Sehati 

2023 dirinci dalam Surat Keputusan Kepala BPJPH No. 150 Tahun 2022 (“SK 150/2022”) 

dan dirinci sebagai berikut:  

1. Produk tidak boleh dikaitkan dengan risiko apa pun dan harus menggunakan bahan 

yang status kehalalannya sudah dipastikan; 

2. Proses produksi harus terjamin kehalalannya dan harus sederhana; 

3. Wajib memiliki NIB; 

4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500 juta, yang dibuktikan 

melalui pernyataan mandiri; 

5. Memiliki lokasi, tempat, dan peralatan PPH yang terpisah dari lokasi, tempat, dan 

peralatan pengolahan produk tidak halal; 

6. Memiliki atau tidak memiliki izin edar (Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga [P-

IRT], Makanan Dalam [Md], Usaha Kecil Obat Tradisional [Ukot], Usaha Mikro Obat 

Tradisional [Umot]), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi [SLHS]) untuk produk 

makanan/minuman dengan umur simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri 

lainnya untuk produk yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait; 

7. Produk yang dihasilkan harus berupa barang, sebagaimana tercantum dalam rincian 

jenis produk yang tercantum dalam Lampiran SK 150 Tahun 2022; 

8. Bahan yang digunakan harus sudah dipastikan kehalalannya; 

9. Tidak boleh ada bahan berbahaya yang digunakan; 

10. Kehalalan produk harus sudah diverifikasi oleh pendamping PPH; 

11. Jenis produk/kelompok produk yang telah bersertifikat halal tidak boleh 

mengandung unsur hewan sembelihan, kecuali yang berasal dari produsen atau 

rumah potong hewa/rumah potong unggas yang telah bersertifikat halal; 
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12. Menggunakan alat produksi berteknologi sederhana atau yang dioperasikan secara 

manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan, bukan usaha pabrik); 

13. Proses pengawetan produk harus sederhana dan tidak boleh menggunakan 

kombinasi lebih dari satu metode pengawetan; 

14. Pihak terkait harus bersedia melengkapi dokumen pengajuan permohonan sertifikasi 

halal melalui mekanisme pernyataan mandiri secara online yang dilaksanakan melalui 

SIHALAL. 

 

Keseluruhan prosedur sertifikasi halal pernyataan mandiri diuraikan sebagai berikut: 

 

 

Selanjutnya, tarif layanan sertifikasi halal bagi UMK berikut ini telah ditetapkan: 

Pernyataan 

Mandiri 

Tidak dipungut biaya, karena biaya pendaftaran dan 

penetapan kehalalan produk ditanggung melalui Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (“APBN”) atau Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (“APBD”), serta oleh fasilitas yang 

dioperasikan oleh lembaga negara atau swasta. 

Reguler 

Rp. 300,000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan 

produk dan 

Rp. 350,000 untuk pemeriksaan/audit status kehalalan produk 

oleh LPH. 
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Pada intinya, perbedaan tarif pernyataan mandiri dan tarif reguler ada dalam kaitannya 

dengan keterlibatan LPH yang memungut biaya untuk pelaksanaan 

pemeriksaan. Pelaksanaan mekanisme pernyataan mandiri tidak melibatkan LPH 

sedangkan biaya pendaftaran yang bersangkutan ditanggung oleh APBN atau APBD, serta 

fasilitas lainnya. 

 

III. Perolehan Sertifikat Halal Produk Impor 

 

Pada November tahun lalu, dilaporkan bahwa BPJPH dan Kementerian menerima 

proposal kerjasama pengakuan timbal balik dan penerimaan sertifikasi produk halal dari 

104 Lembaga Halal Luar Negeri (“LHLN”) yang berlokasi di 40 negara. Sedangkan pada 

tahun 2022, BPJPH sebagai otoritas penjaminan produk halal terkemuka di Indonesia 

melakukan penilaian terhadap delapan LHLN dari lima negara, antara lain:  

1. Korea Muslim Federation (KMF) dari Seoul, Korea Selatan; 

2. Korea Halal Authority (KHA) dari Daejeon, Korea Selatan; 

3. Food and Nutrition Council of America (IFANCA) dari Chicago, Illinois, AS; 

4. Halal Conformity Service (HCS) dari Selandia Baru; 

5. New Zealand Islamic Development Trust (NZIDT) dari Selandia Baru; 

6. Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ) dari Selandia Baru; 

7. Centro de Certification Halal de Chile (Chile Halal) dari Chili; dan  

8. Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA) dari Taipei, Taiwan. 

  

Selain itu, sejumlah negara juga berpartisipasi dalam FGD kerjasama internasional terkait 

sertifikasi halal Indonesia tahun lalu, termasuk Australia, Cina, Denmark, India, Inggris, 

Uni Eropa, Italia, Jepang, Jerman, Norwegia, Prancis, Singapura, Swedia, Vietnam, 

Hongaria, dan Belgia. Dalam forum tersebut, Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi 

Halal BPJPH, Siti Aminah, mengungkapkan bahwa kerjasama internasional terkait jaminan 

produk halal harus berdasarkan kesepakatan antar negara (yaitu dilaksanakan secara 

government-to-government).  
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Selain itu, saat ini terdapat dua skema layanan produk halal impor. Pertama, untuk end 

product atau kategori produk jadi, sertifikasi halal dilakukan secara langsung melalui 

BPJPH. Akibatnya, pengujian dan/atau pemeriksaan status kehalalan produk jadi juga 

dilakukan melalui LPH Indonesia. Sedangkan untuk kategori produk yang meliputi bahan 

baku, bahan tambahan, bahan penolong dan produk sembelihan, LHLN yang bekerja sama 

dengan BPJPH dapat disertifikasi halal berdasarkan perjanjian antar negara.  

 

Berdasarkan Peraturan 39/2021, produk luar negeri yang masuk ke Indonesia harus 

bersertifikat halal dan permohonan sertifikasi halal produk luar negeri harus diajukan oleh 

importir atau perwakilan resminya. Secara umum, setiap produk halal yang dicakup oleh 

sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah menjalin kerja 

sama saling pengakuan sertifikasi halal dengan BPJPH akan dikecualikan dari keharusan 

mengajukan sertifikat halal. Sedangkan sertifikat halal untuk kategori yang meliputi bahan 

baku, bahan tambahan, bahan penolong dan hasil sembelihan yang diterbitkan oleh 

lembaga halal luar negeri telah menjalin kerja sama saling pengakuan sertifikasi halal 

dengan BPJPH harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum produk diedarkan di 

Indonesia.  

 

Perlu diperhatikan bahwa dalam hal suatu negara tidak mengakui lembaga halal luar 

negeri tersebut, maka sertifikasi halal produk harus dilakukan di Indonesia sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pendaftaran sertifikasi halal 

LHLN dirinci sebagai berikut: 
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Lebih lanjut, berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH No. 120 tahun 2022 tentang Standar 

Pelayanan BPJPH (“Keputusan 120/2022”), pendaftaran sertifikat halal luar negeri 

diselenggarakan melalui: https://ptsp.halal.go.id/ sedangkan kelengkapan dokumen 

persyaratan dirinci sebagai berikut:  
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1. Surat permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri disampaikan secara 

tertulis; 

2. Surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan di negara asal, 

termasuk klausul pemberian hak kepada pemohon sebagai perusahaan yang 

ditunjuk untuk mengajukan permohonan registrasi NIB sertifikat halal luar negeri 

dari importir dan/atau perwakilan resmi di Indonesia; 

3. Data pemohon; 

4. Salinan sertifikat halal luar negeri produk yang bersangkutan yang telah disahkan 

oleh perwakilan Indonesia di luar negeri; 

5. Daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia disertai nomor kode sistem 

harmonisasi; 

6. Surat pernyataan yang menegaskan bahwa dokumen yang disampaikan adalah 

benar dan sah. 

  

Keputusan 120/2022 menentukan lebih lanjut bahwa waktu penyelesaian pelayanan 

tersebut di atas adalah tiga hari kerja setelah tarif sebesar Rp. 800.000 dibayarkan. 

 

IV. Keterangan Tidak Halal pada Produk 
 

UU 33/2014 mengecualikan pelaku usaha yang memproduksi produk yang menggunakan 

bahan tidak halal dari kewajiban mengajukan sertifikasi halal. Sebaliknya, pelaku tersebut 

wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya yang tidak halal. Pernyataan 

tidak halal dapat berupa gambar, tanda dan/atau tulisan yang dicetak dengan warna 

berbeda yang menunjukkan komposisi bahan dan dicetak pada kemasan produk, bagian 

tertentu produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Perlu diperhatikan bahwa semua 

keterangan tidak halal yang dicantumkan pada produk harus mudah dilihat dan dibaca 

serta tidak mudah terhapus, lepas atau rusak.  

 

Saat ini, bentuk atau contoh pernyataan tidak halal yang tepat belum ditentukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, 
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Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) No. 20 tahun 2021 tentang 

Perubahan Peraturan BPOM No. 31 tahun 2018 (“PerBPOM 31/2018”) tentang Label 

Pangan Olahan (“PerBPOM 20/2021”) memuat beberapa ketentuan yang menegaskan 

bahwa informasi berupa peringatan pada label pangan olahan meliputi, antara lain 

informasi pangan olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau 

menggunakan penggunaan fasilitas yang digunakan bersama dengan bahan yang 

bersumber dari babi.  

 

Selain itu, apabila ditemukan pelaku usaha yang menjual produk yang mengandung bahan 

tidak halal dan tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya, maka 

perorangan warga negara Indonesia, badan hukum privat dan organisasi kemasyarakatan 

dapat melaporkan dugaan pelanggaran administratif kepada BPJPH. Laporan tersebut 

paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:  

1. Identitas pelapor, meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat email, alamat surat 

dan jabatan; 

2. Nama, alamat dan isi pengaduan; 

3. Kewajiban yang dilanggar; 

4. Waktu pelanggaran; 

5. Kronologi kejadian yang diadukan; dan 

6. Informasi tambahan yang memuat fakta, data atau indikasi pelanggaran. 

  

Pengaduan tersebut di atas harus disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung. 

Apabila pelanggaran tersebut nantinya terbukti setelah dilakukannya beberapa proses 

administrasi, maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif, 

pencabutan sertifikasi halal dan/atau kewajiban penarikan barang dari peredaran oleh 

pelaku usaha. Sedangkan LPH dapat dikenakan denda administratif dan/atau pembekuan 

operasional. 
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